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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi berjudul analisis pengaruh investasi sektor publik 

terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin di Sumatera 

Selatan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu 

di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penelitian ini juga bertujuan agar 

dapat menjadi salah satu sumber bacaan atau tambahan literatur bagi akademisi 

maupun pembaca umumnya.
Penelitian ini berisi mengenai investasi sektor publik yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia yang dilihat dari indeks 

pembangunan manusia dan pengurangan jumlah penduduk miskin yang ada di 

Sumatera Selatan. Penulis mencoba melihat dan menganalisis sampai sejauh mana 

investasi sektor publik yang diiakukan pemerintah berpengaruh signifikan bagi 

peningkatan nilai indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan serta 

berpengaruh siginifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di 
Sumatera Selatan.

Penulis sadar bahwa isi dari skripsi ini belum sempurna karena masih 

banyak kekurangan dan kelemahan. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semuanya yang membaca 

skripsi ini sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.

Akhir kata, mudah-mudahan isi skripsi ini dapat memberikan manfaat 
yang berarti bagi kita semua.

Palembang, 2007

Peneliti
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh 

investasi sektor publik terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah 

penduduk miskin di Sumatera Selatan.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time 

series, cross-section dengan tahun pengamatan tahun 2002, 2004, dan 2005 yang 

berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan dan instansi yang 

terkait. Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil (OLS = Ordinary Least 

Squares) dan pooling (panel) data.

Penelitian ini menghasilkan bahwa investasi sektor publik tidak 

berpengaruh bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan, 

sedangkan terhadap jumlah penduduk miskin, investasi sektor publik berpengaruh 

siginifikan bagi pengurangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan. 

Kemudian dengan menggunakan pooling data bahwa jumlah investasi sektor 

publik di Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan selama periode 

pengamatan, begitu juga dengan indeks pembangunan manusia di Sumatera 

Selatan juga mengalami peningkatan selama periode pengamatan. Sedangkan 

jumlah penduduk miskin cenderung berfluktuatif selama periode pengamatan.

Kata kunci : investasi sektor publik, indeks pembangunan manusia, jumlah 

penduduk miskin.
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ABSTRACT

This research aim to know and also analyse influence of public sector 

invesment to human development index and total poor population in South 

Sumatra.
Data utilized in this research are data of sekunder time series, cross-section 

with year of year perception 2002, 2004, and 2005 are coming from Badan Pusat 

Statistik Propinsi of South Sumatra and related institution. Analysing the problem 

of research this used by a technique analyse linear regresi modestly by smallest 

square method ( OLS = Ordinary Least Squares) and pooling (panel) data.

This research yield that public sector invesment do not have an effect on 

for improvement make an index to human being development in South Sumatra, 

while to total poor population, public sector invesment have an effect on 

siginifikan for decrease total poor population in South Sumatra. Then by using 

pooling data that amount of public sector invesment in South Sumatra tend to to 

experience of improvement of during perception period, so also with index of 

human being development in South Sumatra also experience of improvement of 

during perception period. While total poor population tend to fluctuate of during 

perception period

Keyword : public sector invesment, human development index, total 
population.

poor
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang giatnya 

melaksanakan pembangunan di segala sektor. Masyarakat adil dan makmur dapat 

dicapai dengan pembangunan. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa 

Indonesia mencakup semua aspek kehidupan bangsa dan bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pada hakekatnya 

pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan negara seperti tertera dalam alinea 

keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia, maka pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan.

Pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara

bertahap, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan pembangunan, maka yang menjadi titik tolok 

pembangunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja baik itu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). APBN atau APBD sangat diperlukan dalam 

pembangunan, baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah

1



karena didalam APBN atau APBD diatur jumlah penerimaan negara dan jumlah 

pengeluaran negara . Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) terdiri dari: ( Wikepedia Indonesia : 2007).

1. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri atas:

a. Penerimaan Dalam Negeri, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Perpajakan, terdiri atas

1. Pajak Dalam Negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak

lainnya.

2. Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas Bea Masuk dan Tarif

Ekspor.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas: 

1. Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)

2. Bagian Laba BUMN

3. PNBP lainnya

b. Hibah

2



2. Belanja Negara

Belanja Negara terdiri atas :

a. Belanja pemerintah pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat 

di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja 

pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja 

barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi bbm dan subsidi 

non-bbm, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana), 

dan belanja lainnya.

mau pun

b. Belanja daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah,

untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang

bersangkutan. Belanja daerah terdiri:

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

4. Dana Otonomi Khusus

3



3. Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, 

Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program

dan Pinjaman Proyek

2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh 

Tempo dan Moratorium

Penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada sisi belanja atau 

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran yang 

sifatnya rutin dan biasanya digunakan habis untuk setahun. Sifatnya bukanlah

untuk investasi tetapi lebih kepada operasionalisasi pemerintahan, seperti gaji

pegawai, tunjangan beras, honorarium pegawai, uang lembur dan tunjangan 

pegawai lainnya. Kemudian Pengeluaran yang sifatnya untuk pembangunan, yaitu 

pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat tahan lama dan 

dilaksanakan hanya sekali dan dibagi dalam berbagai jenis proyek yang 

dituangkan dalam beberapa sektor pembangunan dengan tujuan sebagai investasi 

bagi pemerintah. Pengeluaran pembangunan digunakan untuk proyek-proyek yang 

bersifat publik baik berupa fisik maupun non-fisik. Pengeluaran pembangunan 

inilah yang dikategorikan sebagai investasi sektor publik.
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Menurut Suparmoko (2000 : 22), pengeluaran pemerintah dapat bersifat:

1. Exhaustive yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam 

perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk 

menghasilkan barang lain, Jadi Exhaustive Expenditure merupakan pengalihan 

faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah.

2. Transfer yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk 

kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsisdi atau mungkin pula kepada 

negara lain sebagai hadiah (grants), jadi Transfer Payments hanya menggeser

tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain.

Pengeluaran pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai investasi 

sektor publik adalah pengeluaran pembangunan yang terdiri dari sejumlah sektor 

seperti, sektor perdagangan dan transportasi, sektor primer, sektor pendidikan, 

sektor kesehatan, sektor pembangunan dan lingkungan serta sektor-sektor yang 

berhubungan dengan masyarakat banyak atau publik. Namun tidak seluruh sektor 

dalam pengeluaran pembangunan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran bidang 

sosial atau pembangunan manusia. Oleh karena inti dari pembangunan 

adalah pendidikan dan kesehatan maka kedua kelompok pengeluaran 

pembangunan inilah yang akan penulis gunakan, karena investasi sektor publik 

merupakan investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak atau masyarakat publik.

manusia

Lewis dan Chakeri dalam Brata (2005:3) membagi pengeluaran 

pembangunan menjadi tujuh kelompok sektor, sebagaimana dapat dilihat pada
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Tabel 1.1. Tabel tersebut tampak sektor-sektor mana saja yang menjadi bagian 

dari kelompok sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kebudayaan 

terdiri dari sektor berkode 411, 415, dan 416 sedangkan untuk Kesehatan dan

Kesejahteraan adalah sektor berkode 404, 412, dan 413.

Tabel 1.1
Klasifikasi Sektor Pengeluaran Pembangunan Pusat dan Daerah

SektorKode
Sektor

Kelompok
Sektor

No

Pertanian dan kehutanan 
Sumber daya dan irigasi

4021
403Primer

Industri
Pertambangan dan energi

401Sekunder2
407

Perdagangan, pengembangan usaha daerah,keuangan
daerah, dan koperasi
Transportasi
Pariwisata dan telekomunikasi daerah

4053 Perdagangan
dan

406transportasi
408

Pendidikan dan kebudayaan nasional, pemuda dan olah
raga
Agama
Ilmu pengetahuan dan teknologi

Pendidikan 4114
dan

415kebudayaan
416

404 Tenaga keija
Kependudukan dan keluarga sejahtera
Kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak
dan remaja

5 Kesehatan
dan 412
kesejahteraan 413

6 Pembangunan 
regional dan 
lingkungan

409 Pembangunan daerah dan permukiman 
Lingkungan hidup dan tata ruang 
Perumahan dan permukiman

410
414

7 Aparatur
pemerintahan

417 Hukum
Aparatur pemerintah dan pengawasan
Politik, penerangan dan komunikasi & media massa

418
dan 419
pengawasan

420 Keamanan dan ketertiban umum

Sumber: Brata (2005).

Investasi sektor publik merupakan pengeluaran yang sifatnya investasi, 

karena itu sering kali terjadi tarik menarik antara investasi untuk infrastruktur 

ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Di satu sisi 

infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi karena
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investor mau menginvestasikan modalnya jika tersedia infrastruktur yang 

Namun disisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berhasil juga 

memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi karena tersedianya tenaga 

kerja yang berkualitas. Dengan kata lain sesungguhnya terdapat hubungan dua 

arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia ( Ramirez, dkk:

memadai.

1998).

Didalam Indonesia Human Development Report 2004, perkembangan

pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi 

dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan

penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan 

lebih tinggi. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti 

kesehatan dan pendidikan relatif rendah. Kebutuhan akan peningkatan alokasi 

pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi kian terasa sejak Indonesia 

mengalami krisis ekonomi. Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan melorotnya 

pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk kepada 

tingkat kemiskinan (Booth, 1999; Fane, 2000). Sementara itu, Lanjouw, Pradhan, 

Saadah, Sayed, dan Sparrow, dalam Brata (2005:2) juga mengatakan selain 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya 

mengurangi tingkat kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan yang baik 

memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang 

mereka milliki, maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting 

artinya bagi pengurangan kemiskinan.
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Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan sosial 

tersebut juga berlaku untuk pemerintah daerah, terlebih setelah berlakunya 

otonomi daerah. Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah propinsi masih 

terkonsentrasi pada bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan 

perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi 

investasi sektor publik pun masih relatif rendah (Brata dan Arifin, 2003).

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk 

memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang dapat 

dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesehatan serta peningkatan

daya beli.

Indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia 

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari 

indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indeks Pembangunan manusia 

dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah 

digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya. Nilai IPM 

menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar 

pembangunan manusia, Pertama usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan 

angka harapan hidup. Kedua, pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis 

dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan 

pembobotan satu per tiga. Ketiga, standar hidup yang layak, yang diukur dengan 

produk domestik bruto (PDB) per kapita pada pantas daya beli dalam mata uang 

Dollar AS.
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Sementara menurut Tamin (1997 : 1) ada tiga parameter yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, Pertama, derajat kesehatan 

dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (Life Expectacy 

Rate). Kedua, pendidikan yang diukur dari angka melek huruf rata-rata dan 

lamanya sekolah. Ketiga, pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat.

Sampai tahun 1996, tingkat pembangunan manusia di Indonesia dinilai 

cukup baik seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan 

sampai pada membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-Bappenas- 

UNDP, 2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika 

krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Ditambahkan pula bahwa hal

yang paling tampak dan kemudian berpengaruh kepada indeks pembangunan 

manusia (IPM) adalah komponen pengeluaran per kapita yaitu meningkatnya 

tingkat inflasi sementara upah riil merosot sehingga daya beli masyarakat 

terpuruk. Harga-harga kebutuhan rumah tangga meningkat drastis sedangkan 

pendapatan masyarakat berkurang akibat pengurangan jam keija dan peningkatan 

jumlah pengangguran sehingga daya beli riil masyarakat pun anjlok dan merubah 

pula pola konsumsi masyarakat (Rafinus, dkk : 2000).

Indeks Pembangunan manusia mengalami penurunan di setiap propinsi di 

Indonesia, bahkan beberapa propinsi mengalami kemerosotan tajam sehingga IPM 

1999 menjadi lebih rendah daripada IPM 1990. Komponen-komponen lain dari 

IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan (Bappenas-BPS-UNDP, 

2001), namun peningkatan ini menjadi tidak mampu untuk mempertahankan IPM 

karena tenggelam oleh tajamnya penurunan daya beli masyarakat. Kendati
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demikian yang cukup menguntungkan adalah bahwa aspek pendidikan cukup 

tertolong oleh karena telah meningkatnya persepsi masyarakat baik kaya maupun 

miskin akan pentingnya pendidikan (Oey-Gardiner: 2000). Tahun 2002 IPM telah 

mengalami perbaikan, namun perbaikan tersebut pada umumnya belum mampu 

menyamai tingkat IPM tahun 1996. Hanya beberapa propinsi saja yang IPM tahun 

2002 cukup mendekati IPM tahun 1996, salah satunya yaitu DKI Jakarta dan 

Sulawesi Utara, seperti terlihat pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2.
Angka Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

menurut Propinsi, 1996-2005______ ______
200520021996 1999PROPINSINo

69.065.3 66.069.4NAD1
72.066.6 68.870.5SUMUT2
71,269.2 65.8 67.5SUMBAR3
73,669.170.6 67.3RIAU4
71.065.4 67.169.3JAMBI5

63.9 66.0 70,268.06 SUMSEL
66.2 71.168.4 64.8BENGKULU7

67.6 63.0 65.8 68.8LAMPUNG8
76.1 72.5 75.6 76.19 DKI

64.6 69.968.2 65.810 JABAR
64.6 66.3 69.867.0JATENG11

71.8 68.7 70.8 73.512 DIY
61.8JATIM 65.5 64.1 68.413
60.614 KALBAR 63.6 62.9 66.2

KALTENG 71.3 66.715 69.1 73.2
16 KALSEL 66.3 62.2 64.3 67.4
17 KALTIM 71.4 67.8 69.9 72.9
18 SULUT 67.171.8 71.3 74.2

SULTENG19 66.2 62.9 64.4 68.5
20 SULSEL 66.0 63.6 65.3 68.1
21 SULTRA 66.4 62.8 64.1 67.5
22 BALI 70.1 65.7 67.5 69.8
23 NTB 56.7 54.2 57.8 62.4
24 NTT 60.9 60.4 60.3 63.6
25 MALUKU 68.2 67.2 66.5 69.2
26 PAPUA 60.2 58.8 60.1 62.1
27 MALUKU UTARA 65.8 67.0
28 BANTEN 66.6 68.8
29 BANGKA BELITUNG 65.4 70.7

GORONTALO30 64.1 67.5
31 KEP. RIAU 72.2
32 SULBAR 65.7
33 IRIAN JAYA BARAT _______________________________ ________

Sumber:BPS-BAPENAS-UNDP, Indonesia Human Development Report, berbagai 
tahun.

64.8
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Pada tahun 2005, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati 

urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0.697, turun dari posisi sebelumnya di 

urutan 102 dengan indeks 0.677 pada tahun 1999 ( Wikepedia Indonesia : 2007). 

Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Malaysia 

(urutan 61/0.796), Thailand (urutan 73/0.778), Filipina (urutan 84/0.758) dan 

Vietnam (urutan 108/0.704)

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara Asia Tenggara

tahun 2005
Nilai HDI/IPM PeringkatNo Negara

0.907 25Singapura1
0.866 33Brunei Darussalam2

613 Malaysia 0.796
Thailand4 0.778 73
Filipina5 0.758 84

6 Vietnam 0.704 108
7 Indonesia 0.697 110
8 Myanmar 0.578 129
9 Kamboja 0.571 130
11 Laos 0.545 133
12 Papua Nugini 0.523 137
13 Timor-Leste 0.513 140
Sumber : Human Development Report 2005

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum 

berjalan optimal. Ini ditandai belum terpenuhinya hak-hak dasar warga, yakni 

kecukupan pangan, pendidikan, lingkungan dan gaya hidup sehat. Menurut Suzeta 

pada pembukaan Pra kongres I Pembangunan Manusia Indonesia 2006, ini 

memperlihatkan lambannya proses pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, serta rendahnya kemampuan pembangunan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

dalam
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Selain terhadap Indeks Pembangunan Manusia, krisis ekonomi tahun 1997 

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sejak tahun 1987 

pertumbuhan terpenting dalam ekonomi Indonesia adalah sektor industri dan jasa 

(Booth, 2000). Mesin pertumbuhan tersebut merupakan sektor yang banyak 

menyerap tenaga keija, namun krisis ekonomi menyebabkan sektor-sektor modem 

tersebut mengalami kemunduran dengan akibat berkurangnya kemampuan dalam 

menyerap tenaga keija. Tingkat pengangguran pun mengalami kenaikan dari 4,9 

persen pada tahun 1996 menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Bahkan, krisis 

ekonomi juga telah menyebabkan masyarakat yang sebelum krisis bekerja di 

sektor formal beralih ke sektor informal karena berkurangnya pangsa kerja sektor

mesinjuga

formal (Suryahadi, dkk: 2003).

Pengangguran dan lenyapnya sumber penghasilan akibat krisis disertai

pula dengan naiknya harga bahan pokok. Indeks harga konsumen (IHK) pangan

meningkat sekitar 160 persen antara 1996 dan 1999, sedangkan non-pangan hanya 

meningkat 76 persen (Balisacan, dkk : 2003). Peningkatan harga ini makin 

memberatkan penduduk sehingga berdampak pada meningginya tingkat 

kemiskinan. Pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi 

kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan 

masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.

Krisis ekonomi 1997 yang teijadi di Indonesia telah membalikkan prestasi 

yang dicapai oleh Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Tahun 

1990 jumlah penduduk miskin sekitar 27 juta jiwa atau 15 persen dari total 

penduduk. Pada 1996, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,5 juta jiwa atau
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sekitar 11 persen. Di pengujung 1997, kita mengalami krisis yang sungguh parah 

mengakibatkan jumlah penduduk miskin membengkak kembali, sehingga 

pada 1998 menjadi hampir 50 juta jiwa atau 24 persen dari jumlah penduduk 

Indonesia.

yang

Akibat krisis 1997, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin 

bertambah. Oleh sebab itu pemerintah banyak melakukan program-program untuk 

mengentaskan jumlah penduduk miskin di Indonesia, melalui program jaringan 

sosial (JPS), bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan 

kompensasi dari dikuranginya susbsidi terhadap bahan bakar minyak serta 

program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP).

Mengurangi jumlah penduduk miskin berdasarkan teori ekonomi 

diperlukan untuk memutus mata rantai kemiskinan yaitu dengan meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusia, penambahan modal investasi, dan 

mengembangkan teknologi. Melalui peningkatan keterampilan kualitas sumber

pengaman

daya manusia maka diharapkan produktifitas akan meningkat sehingga jumlah 

penduduk miskin akan semakin berkurang. Pemerintah sering dihadapkan pada 

berbagai masalah terutama dalam hal pembiayaan untuk memutuskan mata rantai 

kemiskinan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, sering kali terjadi tarik menarik 

antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor 

pembangunan sosial. Berdasarkan uraian yang telah dibuat, maka penulis ingin 

mengetahui sampai sejauh mana pengaruh dari investasi publik yang dilakukan 

pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin 

di Propinsi Sumatera Selatan.
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1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahannya dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh Investasi Sektor Publik terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Investasi

Sektor Publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah penduduk

miskin di Sumatera Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambali literatur dan bahan kajian

ilmu ekonomi, khususnya ekonomi keuangan daerah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan 

atau pihak-pihak yang terkait dengan penetapan kebijakan keuangan daerah 

terutama dalam menetapkan kebijakan pengeluaran pembangunan di Sumatera 

Selatan.
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